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 A B S T R A C T  
Tax revenues accounted for more than 80% and therefore, a high level of public 
awareness of taxes was needed. So the Directorate General of Taxes made various 
efforts to increase public awareness of taxes and one of them was the Tax Awareness 
Indonesia Movement program. The research aims to determine the level of success, 
goals that have been achieved and the factors that influence the lack of public aware-
ness of taxes during 2018. With qualitative data, primary and secondary data sources, 
data obtained through direct interviews and also from various other sources. With 
descriptive data analysis methods and also triangulation data collection techniques 
consisting of participatory observation, in-depth interviews and documentation. Based 
on the data analysis carried out, it was concluded that the Indonesia Tax Awareness 
Movement of 2018 was successful, because it had a success rate above 50%. Whereas 
for the purpose during 2018 it has not been reached optimally, because there are 47% 
of respondents who stated that both of these goals have not been achieved. For the 
causes of the lack of public awareness of very large taxes is influenced by factors that 
lack understanding of taxes. 
 
 A B S T R A K  
Penerimaan perpajakan menyumbang lebih dari 80% dan oleh sebab itu,  diper-
lukannya tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan pajak. Sehingga pihak 
Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan pajak dan salah satunya adalah program Gerakan Indo-
nesia Sadar Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, 
tujuan yang sudah tercapai dan faktor penyebab yang mempengaruhi kurangnya 
kesadaran maasyarakat akan pajak selama tahun 2018. Dengan jenis data kualitatif, 
sumber data primer dan sekunder, data diperoleh melalui wawancara langsung dan 
juga dari berbagai sumber lainnya. Dengan metode analisis data deskriptif dan juga 
teknik pengumpulan data triangulasi yang terdiri dari observasi partisipatif, wa-
wancara mendalam dan dokumentasi. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, 
diperoleh kesimpulan bahwa Gerakan Indonesia Sadar Pajak Tahun 2018 sudah 
berhasil, karena memiliki tingkat keberhasilan diatas 50%.Sedangkan untuk 
tujuannya selama tahun 2018 belum tercapai secara optimal, karena terdapat 47% 
responden yang menyatakan bahwa kedua tujuan tersebut belum tercapai. Untuk 
faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak sangat besar di-
pengaruhi oleh faktor pemahaman yang kurang akan pajak.  
 
1. PENDAHULUAN 
 Pajak adalah istilah yang biasa kita jumpai, akan tetapi tidak banyak dari kita yang memahami 
dengan benar apa itu pajak dan seberapa penting pajak bagi semua pihak, terutama bagi Negara kita yakni 
Republik Indonesia. Dalam penelitian ini dapat kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber utama 
penerimaan Negara yang menyumbang lebih dari 80% dari seluruh penerimaan Negara dan tanpa adanya 
pajak, sebagian besar kegiatan Negara akan mengalami kesulitan dalam pelaksa-naannya. Hal tersebut 
dapat kita lihat dalam postur APBN 2018, pendapatan Negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. 
Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, penerimaan Negara bukan pajak 
sebesar Rp275,4 triliun dan hibah sebesar Rp1,2 triliun (Administra-tor, 2018). 
* Corresponding author, email address: septian.bayu@ukrida.ac.id2 
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Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya dan salah satunya ada-
lah membangun kesadaran dan kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, pemahaman masyarakat tentang pajak 
berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan 
masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
berperan penting untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap pajak, yang mana akan berdampak pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat ter-
hadap kewajibannya sebagai wajib pajak. 
Pada hari Senin (27/11/2017), DJP melakukan sosialisasi dan sharing mengenai implementasi pem-
belajaran kesadaran pajak pada pendidikan atau perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kegiatan 
ini dihadiri oleh dosen dari berbagai perguruan tinggi di Depok, Bogor, Banten dan Jakarta. Hal ini adalah 
salah satu cara untuk menyadarkan mahasiswa yang nantinya akan menjadi wajib pajak untuk bisa sadar 
pajak (Sembiring, 2017). Kegiatan tersebut adalah salah satu implementasi dari sasaran dan kegiatan piori-




Roadmap Edukasi Gerakan Sadar Pajak (www.edukasi.pajak.go.id) 
 
Dari postur anggaran dan penerimaan perpajakan dalam APBN 2018 tersebut, dapat dilihat bahwa 
pendapatan Negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan dan salah satu langkah perbaikan perpa-
jakan adalah dengan membangun kesadaran wajib pajak. Disamping itu, Direktorat Jenderal Pajak telah 
mempersiapkan Generasi Emas Indonesia yang dicanangkan pada tahun 2045 saat Indonesia mem-
peringati seabad kemerdekaan. Generasi Emas yang dimaksudkan adalah para pemuda harapan bangsa, 
yang di persiapkan untuk menjadi Generasi Emas Indonesia Sadar Pajak (Ferdian, 2018). Dan DJP juga 
telah membentuk roadmap edukasi yang terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa edukasi, masa kesadaran dan 
masa kesejahteraan (Administrator, 2018). Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Evaluasi Keberhasilan Gerakan Indonesia Sadar Pajak Tahun 2018.” 
Gerakan Indonesia Sadar Pajak yang dicanangkan pada tahun 2045 oleh DJP yang dimulai sejak tahun 
2017 sampai dengan tahun 2060, pada saat ini sedang berada di masa edukasi. Oleh sebab itu, peneliti ingin 
mengevaluasi Gerakan Indonesia Sadar Pajak yang telah berlangsung di tahun 2018 ini dan oleh karena itu 
timbul beberapa permasalahan yang menciptakan pertanyaan sebagai berikut: (1) Seberapa berhasilkah 
upaya Direktorat Jenderal Pajak membuat masyarakat Indonesia sadar pajak? (2) Apa saja tujuan yang su-
dah dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (pemerintah) dalam Gerakan Indonesia Sadar Pajak selama ta-
hun 2018? Dan (3) Apa saja faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dalam 
melakasakan kewajibannya sebagai wajib pajak? 
Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu (1) untuk menganalisis tingkat keberhasilan Direktorat 
Jenderal Pajak membuat masyarakat Indonesia sadar pajak; (2) untuk menganalisis apa saja tujuan yang 
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sudah dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Gerakan Indonesia Sadar Pajak selama tahun 2018; dan 
(3) Untuk menganalisis apa saja faktor penyebab masyarakat kurang sadar pajak sehingga kurangnya 
kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
 
2. TELAAH LITERATUR 
Gerakan Indonesia Sadar Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Instansi 
pemerintah ini terus melakukan promosi untuk gerakan sadar pajak melalui berbagai media, baik telvisi, 
radio, dan juga berupaya mengedukasi secara proaktif dengan menghimbau melalui akun sosial media, 
sehingga masyarakat Indonesia dapat melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga Negara yang sadar 
pajak. 
Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP adalah dengan adanya Program Edukasi Sadar Pajak. Yaitu 
program yang dicanangkan oleh DJP bekerjasama dengan pemangku kepentingan dibidang pendidikan 
untuk menanamkan kesadaran pajak dengan mengintegrasikan nilai kesadaran pajak dalam sistem pen-
didikan nasional melalui kurikulum, pembelajaran, perbukuan dan kesiswaan/ kemahasiswaan. Dengan 
tujuan untuk menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini, sebagai bagian dari upaya membangun 
masa depan perpajakan Indonesia serta menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter bela Nega-
ra dan cinta tahah air melalui kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. 
Selain itu, DJP mencanangkan Genarasi Emas Indonesia pada tahun 2045. Dimana yang dimaksudkan 
adalah para pemuda harapan bangsa yang kelak akan menjadi wajib pajak. Dengan harapan Indonesia 
akan menjadi Negara yang mandiri, maju, adil dan makmur. Karena menumbuhkan kesadaran pajak di 
kalangan generasi muda menjadi penting agar generasi emas Indonesia nantinya menajdi generasi emas 
yang sadar pajak. 
Oleh sebab itu, DJP membuat roadmap edukasi yang terbagi menjadi 3 masa yaitu sebagai berikut: 
1. Masa Edukasi (2017-2030). Kesadaran pajak dibelajarkan kepada peserta didik, tenaga pendidik, 
orangtua dan masyarakat. 
2. Masa Kesadaran (2030-2045). Pendidikan kesadaran pajak terus berlanjut. Pergerakan mahasiswa da-
lam reformasi tatakelola keuangan Negara pajak. Inklusi perpajakan dalam produk hukum lembaga 
pemerintah atau swasta. 
3. Masa Kesejahteraan (2045-2060). Pendidikan kesadaran pajak terus berlanjut. Kepemimpinan nasional 
atau daerah sudah fokus kepada pajak. Aspek pajak sudah saling terhubung antar lembaga 




Sasaran dan Kegiatan Prioritas Gerakan Sadar Pajak (www.edukasi.pajak.go.id) 
 
3. METODE PENELITIAN  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. 
Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data gabungan yaitu triangulasi, yang merupakan 
suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 
dan sumber data yang ada. Selain itu, triangulasi juga dapat dimaknai sebagai suatu teknik yang 
menggunakan dua atau lebih metode pengumpulan data. Penggunaan teknik ini bukan bertujuan untuk 
mencari kebenaran tentang fenomena, melainkan lebih kepada untuk meningkatan pemahaman peneliti 
terhadap apa yang telah ditemukan. 
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Teknik triangulasi sebagai pengumpulan data ada dua jenis yaitu triangulasi teknik dan sumber. Da-
lam penelitian ini digunakan triangulasi teknik, dimana  teknik pengumpulan data yang dugunakan ada-
lah teknik pengumpulan data yang berbeda- beda untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti  
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yaitu sebagai berikut (Prastowo, 2011). 
a. Observasi partisipatif adalah teknik pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, dimana 
pengamatan dilakukan dengan mengamati apa yang dikerjakan oleh seseorang, mendengarkan apa 
yang di ucapkan oleh mereka, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka secara seimbang (menjadi 
orang dalam dan orang luar). Peneliti hanya akan melakukan pengamatan dalam beberapa kegiatan 
saja, tidak seluruhnya. Dan teknik pengamatan langsung memiliki kemampuan untuk 
mengumpulkan data secara lebih kredibel dan obyektif, dimana teknik pengamatan tersebut mampu 
memberikan deskripsi yang faktual, cermat dan terinci. 
b. Wawancara adalah cara berikutnya yang dilakukan dalam peneitian ini untuk menggali dan 
menangkap kejujuran responden dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya. 
c. Dokumentasi dilakukan karena dinyatakan bahwa hasil penelitian dari pengamatan dan wawancara 
akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan bukti- bukti dokumen hasil dari pengamatan 
maupun wawancara. 
Berikut ini adalah pertanyaan- pertanyaan yang akan di gunakan saat melakukan wawancara dengan 
narasumber. 
a. Apakah anda mengetahui adanya Gerakan Indonesia Sadar Pajak tahun 2018? 
b. Berhasilkah upaya DJP melalui program tersebut? 
c. Dari 2 tujuan yang ada, tujuan manakah yang sudah tercapai? 
d. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat yaitu sebagai berikut : 
- Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada DJP 
- Pemahaman yang kurang akan pajak 
- Pajak belum menjadi budaya 
- Sulitnya melakukan pelaporan 
- Ketidaktaan masyarakat terhadap UU Perpajakan 
- Menurut anda faktor manakah yang seringkali menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyara-
kat? 
 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Objek Penelitian dan Profil Responden 
Responden dalam penelitian ini berjumlah 32 orang, yang terdiri dari 12 laki-laki dan 20 perempuan. 
Rentang usia responden berkisar antara 18-22 tahun, dengan rincian usia 18 tahun terdiri dari 2 orang, usia 
19 tahun terdiri dari 12 orang, usia 20 tahun terdiri dari 4 orang, usia 21 tahun terdiri dari 10 orang, dan 
yang usia 22 tahun terdiri dari 4 orang. Dari keseluruhan responden, 53% responden sudah mengambil 2 
mata kuliah dibidang perpajakan, yaitu mata kuliah Dasar Perpajakan I dan Dasar Perpajakan untuk 
Bisnis. Sedangkan 47% responden sudah mengambil lebih dari 2 mata kuliah dibidang perpajakan. Ber-
dasarkan data demografi yang diperoleh, responden mendapatkan pengetahuan perpajakan dari 7 mata 
kuliah, antara lain Dasar Perpajakan I, Dasar Perpajakan II, Perpajakan untuk Bisnis, Akuntansi Perpa-
jakan, Pajak Internasional, Brevet Pajak A, dan Brevet Pajak B. 
Dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi seberapa berhasil program DJP da-
lam meningkatkan kesadaran pajak, maka peneliti memilih para mahasiswa dan mahasiswi yang berkuliah 
di Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) sebagai reponden dalam penelitian ini. Pemilihan re-
sponden ini disesuaikan dengan tujuan dari Gerakan Indonesia Sadar Pajak yang memiliki target utama 
yakni peserta didik, dimana merekalah generasi-generasi muda penerus Bangsa yang dipersiapkan untuk 
menjadi Generasi Emas Indonesia Sadar Pajak. 
 
Pengetahuan Gerakan Indonesia Sadar Pajak 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program Gerakan Indonesia Sadar Pajak 
yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2017. Melalui wawancara yang dilakukan 
dengan 32 responden, penulis menanyakan apakah responden sudah mengetahui program tersebut atau 
belum. Kemudian penulis juga menjelaskan sekilas mengenai konsep dari program tersebut, untuk mem-
bantu responden memahami program Gerakan Indonesia Sadar Pajak. Dari rekapitulasi hasil wawancara 
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yang dilakukan, terdapat 15% dari keseluruhan responden yang sudah mengetahui program Gerakan In-
donesia Sadar Pajak ini. Sedangkan 85% responden lainnya belum mengetahui program tersebut. Penge-
tahuan responden akan Gerakan Indonesia Sadar Pajak ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain 
media elektronik (televisi dan website), serta seminar-seminar perpajakan yang diadakan baik didalam 
kampus maupun diluar kampus. 
 
Keberhasilan Program 
Setelah penulis menjelaskan sekilas mengenai konsep Gerakan Indonesia Sadar Pajak, penulis menan-
yakan pendapat responden mengenai keberhasilan program ini. Dari hasil jawaban responden yang be-
ragam, tingkat keberhasilan program ini memiliki rentang persentase sekitar 10%-80%. Dari 32 responden, 
62% di antaranya menyatakan bahwa program ini sudah berhasil dengan tingkat persentase keberhasilan 
yang beragam. Sedangkan 38% lainnya menyatakan bahwa program ini belum berhasil. Beberapa respond-
en mengukur keberhasilan program ini berdasarkan pengalaman mereka ketika menjadi relawan pajak di 
beberapa Kantor pajak, selain itu ada juga yang mengukur dengan kondisi pembangunan infrastruktur 
yang dilakukan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan program Gerakan Indonesia Sadar 
Pajak ini sudah berhasil dengan persentase keberhasilan diatas 50%. 
 
Tujuan yang Tercapai 
Program Gerakan Indonesia Sadar Pajak yang dicanangkan Pemerintah memiliki 2 tujuan besar. 
Tujuan yang pertama adalah menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini. Tujuan yang kedua adalah 
menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter bela negara dan cinta tanah air melalui kesadaran 
melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 
32 responden, sebagian besar menyatakan bahwa kedua tujuan tersebut belum ada yang tercapai. Dari 
rekapitulasi hasil, diperoleh hasil 44% di antaranya menyatakan baru tujuan pertama yang sudah tercapai, 
sedangkan 9% menyatakan hanya tujuan kedua. Terdapat 47% responden lainnya menyatakan bahwa 
kedua tujuan tersebut belum ada yang tercapai selama tahun 2018 ini. Dari hasil wawancara tersebut dapat 
diambil kesimpulan bahwa selama 1 tahun Program Gerakan Indonesia Sadar Pajak dilaksanakan, belum 
optimal dalam mencapai tujuannya. Beberapa faktor kendala belum tercapainya tujuan tersebut akan di-
jelaskan lebih lanjut di pertanyaan wawancara berikutnya. 
Namun sampai saat ini, sudah terdapat beberapa aksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
untuk mensosialisasikan Program tersebut. Diantaranya adalah kegiatan Pekan Inklusi Kesadaran Pajak 
yang diawali dengan “Kick Off” kegiatan Pajak Bertutur tahun 2017, yang dilaksanakan satu hari pada 11 
Agustus 2017. Seluruh kantor pajak di Indonesia menurunkan insan-insan DJP ke sekolah-sekolah, mulai 
dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, dengan melibatkan 111.000 peserta didik (Ali, 2017). 
Kegiatan Pekan Inklusi Kesadaran Pajak juga dilaksanakan kembali di tahun 2018 dan diawali juga dengan 
“Kick Off” kegiatan Pajak Bertutur tahun2018, yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2018 (Admin-
istrator, 2018). 
 
Faktor Penyebab Kurangnya Kesadaran 
Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada DJP. Ada beberapa responden yang mengatakan bahwa 
untuk apa kita bayar pajak, kalau hanya untuk di korupsi atau dengan kata lain digunakan untuk kepent-
ingan pribadi para pegawai maupun pejabat Negara di bidang perpajakan. Terdapat beberapa kasus 
korupsi pajak yang terjadi di Indonesia, diantaranya adalah kasus Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, 
Bahasyim Assifie, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto, Tommy Hendratno, Pargono 
Riyadi, Herry Setiadji, Indarto Catur Nugroho dan Slamet Riyana (Lumbanrau, 2016). Kasus-kasus tersebut 
yang menjadi salah satu penyebab masyarakat kurang percaya kepada DJP sehingga kesadaran masyara-
kat untuk patuh terhadap pajak pun menjadi kurang. 
Pemahaman Yang Kurang Akan Pajak. Pemahaman akan pajak menjadi salah satu faktor penyebab 
kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak, karena banyak dari masyarakat yang tidak mengerti dengan 
benar apa itu pajak, fungsinya dan sebagainya. Banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa pajak 
hanyalah sebuah beban yang akan mengurangi penghasilan atau pendapatan mereka. Dalam penelitian ini 
terdapat 23 responden yang menyatakan bahwa pemahaman yang kurang akan pajak menjadi faktor ku-
rangnya kesadaran masyarakat akan pajak. Beberapa responden juga mengatakan bahwa ketika seseorang 
sudah paham dan mengerti, dengan sendirinya ia akan sadar untuk melakukan kewajiban perpajakannya, 
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dan pemahaman akan pajak adalah hal yang penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan 
masyarakat akan pajak. Pemehaman akan pajak dapat di tingkatkan yaitu melalui pendidikan. 
Pajak Belum Menjadi Budaya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Rini Widosari 
mengatakan bahwa budaya orang Indonesia tidak malu kalau tidak bayar pajak. Padahal, di luar negeri 
ketika orang tidak bayar pajak mereka merasa malu (Administrator, 2016). Hal tersebut menjadi salah satu 
alasan terdapat 18 orang responden yang menyatakan bahwa pajak yang belum menjadi budaya sebagai 
salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak. 
Sulitnya Melakukan Pelaporan. Ada salah satu responden yang menyatakan bahwa masyarakat 
menganggap pelaporan itu sulit sehingga ia lebih memilih tidak membayar dan melapor pajak untuk 
menghindari kesulitan tersebut. Selain itu, pelaporan secara elektronik yang berlaku sekarang ini akan 
tetap sulit untuk dilakukan apabila tidak dilakukan edukasi-edukasi mengenai pelaporan pajak 
menggunakan elektronik. 
Ketidaktaatan Masyarakat Terhadap Undang-Undang (UU) Perpajakan. Terdapat 15 orang responden 
yang menyatakan bahwa ketidaktaatan masyarakat terhadap UU perpajakan sebagai salah satu faktor 
penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak. Responden menyebutkan beberapa ketidaktaatan 
yang dilakukan oleh masyarakat dikalangan artis-artis dan juga restoran-restoran yang memungut pajak 
tidak sesuai dengan UU perpajakan. 
 
Pembahasan 
Berdasarkan analisis data di atas, dapat di ketahui bahwa hanya terdapat 15% dari keseluruhan re-
sponden yang sudah mengetahui program Gerakan Indonesia Sadar Pajak ini. Sedangkan 85% responden 
lainnya belum mengetahui program tersebut. Untuk tingkat keberhasilan program ini, terdapat 62% yang 
menyatakan bahwa program ini sudah berhasil dengan tingkat persentase keberhasilan yang beragam. 
Sedangkan 38% lainnya menyatakan bahwa program ini belum berhasil. Dari rekapitulasi hasil wawancara 
mengenai tujuan dari program ini, diperoleh hasil 44% di antaranya menyatakan baru tujuan pertama yang 
sudah tercapai, sedangkan 9% menyatakan hanya tujuan kedua. Terdapat 47% responden lainnya menya-
takan bahwa kedua tujuan tersebut belum ada yang tercapai selama tahun 2018 ini. 
Dalam penelitian ini ada 5 faktor untuk responden pilih sebagai faktor penyebab kurangnya 
kesadaran masyarakat. Terdapat 8 orang responden yang menyatakan bahwa kurangnya kepercayaan 
masyarakat kepada DJP sebagai salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak. 
Terdapat 23 responden yang menyatakan bahwa pemahaman yang kurang akan pajak menjadi faktor ku-
rangnya kesadaran masyarakat akan pajak. Terdapat 18 orang responden yang menyatakan bahwa pajak 
yang belum menjadi budaya sebagai salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan 
pajak. Terdapat 8 orang responden yang menyatakan bahwa sulitnya melakukan pelaporan sebagai salah 
satu faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak. Terdapat 15 orang responden yang 
menyatakan bahwa ketidaktaatan masyarakat terhadap UU perpajakan sebagai salah satu faktor penyebab 
kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak. 
 
5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
Gerakan Indonesia Sadar Pajak yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 ini memiliki tingkat keber-
hasilan diatas 50% dari hasil penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program Gerakan Indone-
sia Sadar Pajak ini sudah berhasil ditahun 2018. Sedangkan untuk tujuan dari program ini selama tahun 
2018 masih belum tercapai secara optimal. Karena, sebagian besar dari responden yaitu 47% dari kese-
luruhan responden menyatakan bahwa kedua tujuan tersebut belum ada yang tercapai selama tahun 2018 
ini. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat 
terhadap kapatuhan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, sangat besar dipengaruhi 
oleh faktor pemahaman yang kurang akan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh (Tene, et al., 2017) mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan 
dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana dalam penelitian tersebut membuktikan 
bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Untuk mencapai dua tujuan dari program Gerakan Indonesia Sadar Pajak ini, yaitu pertama adalah 
menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini. Tujuan yang kedua adalah menciptakan generasi 
penerus bangsa yang berkarakter bela negara dan cinta tanah air melalui kesadaran melaksanakan 
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kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. DJP diharapkan melaksanakan lebih banyak lagi seminar-
seminar dan edukasi-edukasi mengenai pajak untuk meningkatkan pemahaman akan pajak sejak dini, se-
hingga tujuan dari program ini dapat tercapai secara optimal. 
Penelitian ini masih perlu dilanjutkan kembali, karena penelitian ini hanya mengevaluasi selama satu 
tahun yaitu ditahun 2018. Sedangkan, program ini masih berlanjut hingga tahun 2060. Oleh sebab itu, 
masih banyak kesempatan bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pro-
gram ini. Dengan begitu, dapat diperoleh hasil yang lebih optimal mengenai keberhasilan program ini. 
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